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ABSTRAK 
Setiapi manusiai membutuhkanipekerjaani untuki memenuhiisegalaikebutuhanihidup,ibegitui 

jugai dengani penyandangi disabilitasi yangi membutuhkani pekerjaani agari dapati memenuhii 

kebutuhani hidupi tanpai menggantungi hidupi kepadai belasi kasihi orangi lain,i parai 

penyandangi disabilitasi seringi menemuii hambatani dalami memperolehi pekerjaan. Parai 

penyandangi disabilitasi jugai mendapatkani perlakuani yangi tidaki menyenangkani darii 

pihaki perusahaani yangi meragukani kemampuani penyandangi disabilitas.i Pemerintahi 

Daerahi Jawai Barati membuati Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 

2013i Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitas,i ketentuani menjadii 

perlindungani hukumi bagii parai penyandangi disabilitasi dalami memperolehi pekerjaan,i 

dalami ketentuani inii mengaturi tentangi kuotai 1%i kesempatani kerjai bagii penyandangi 

disabilitasi dii perusahaani swasta. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi 

ketentuan kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan industri kota 

bandung dan bagaimana permasalahan yang dialami perusahaan dalam melakukan 

implementasi mengenai kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas serta tindakan 

hukumnya. Metodeipenelitian yangidigunakaniadalahiSpesifikasiipenelitiani secarai deskriptif-

analitis,iyaituipenggambaraniperaturan-peraturaniyangiberlaku,i dikaitkani dengani teorii 

hukum,i dani pelaksanaannya.i Metodei pendekatani yangi dalami penelitiani inii adalahi 

Yuridisi Normatif.i Datai yangi diperolehi darii hasili penelitiani kepustakaani dani hasili 

penelitiani lapangan.i Implementasii ketentuani kuotai 1%i kesempatani kerjai bagii 

penyandangi disabilitasi masihi belumi berjalani secarai optimal,i darii 2i perusahaani swastai 

dii kotai Bandung,i yaitui PTi HIi dani PTi CIi tidaki memenuhii kuotai 1%i kesempatani kerjai 

bagii penyandangi disabilitasi sesuaii dengani ketentuani yangi ada,i permasalahani yangi 

kerapi ditemuii adalahi anggapani bahwai penyandangi disabilitasi tidaki mampui bekerjai dani 

mengganggui produktivitasi perusahaan,i hali tersebuti dipengaruhii jugai olehi kurangnyai 

sosialisasii darii pemerintahi baikipusatimaupunidaerahisertaipengawasaniakanipenerapani 

ketentuani kuotai 1%i kesempatani kerjai bagii penyandangi disabilitas.iTindakani hukumi 

yangi dapati diterapkani adalahi Pasali 56i Peraturan DaerahiProvinsiiJawa Barat Nomori7i 

Tahuni 2013i yaitui dengani memberikani sanksii administratifi bagii perusahaani yangi tidaki 

memenuhii kuotai 1%. 

KataiKuncii :iPerlindunganiHukum;iTenagaiKerja;iPenyandangiDisabilitas. 
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ABSTRACT 

Every human being needs a job to meet all the necessities of life, as well as disability who needs 

work in order to fulfill the necessities of life without hanging alive to the compassion of others, 

people with disabilities often encounter obstacles in obtaining jobs. People  with disabilities also 

get unpleasant treatment from the company who doubts about the ability of disability. Local 

government of West Java made Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Number 7 Year 2013 

About The Implementation Of The Protection Of People With Disabilities, Provisions to be legal 

protection for the disabled in obtaining employment, this provision governs the quota of 1% of 

employment opportunities for the disabled in private companies. The problem of this research is 

how the implementation of the quota provision of 1% of employment opportunities for the disabled 

in the Bandung Industrial Company and how the problems experienced by the company in 

implementing the 1% quota Employment opportunities for disabled and legal acts. The research 

method used is descriptive-analytical specification, which is the depiction of prevailing regulations, 

associated with legal theory, and the implementation. The method of approach that in this 

research is normative juridical. Data obtained from the results of the literature research and the 

results of field research.  Implementation of 1% quota provision for those with disabilities still not 

running optimally, Of the 2 private companies in the city of Bandung, namely PT.HI and PT.CI do 

not meet the quota of 1% working opportunity for the disabled in accordance with the existing 

provisions, The most common problem is the assumption that the disabled is incapable of working 

and disrupting the company's productivity. Applicable legal action is Pasal 56 Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Number 7 Year 2013 to provide administrative sanctions for the company. 

 

Keyword : Legal Protectio; Labour; Disabilities. 

 

A. PENDAHULUAN 

Setiapi manusiai membutuhkani pekerjaani untuki memenuhii segalai kebutuhani 

hidup,i begitui jugai dengani penyandangi disabilitasi yangi membutuhkani pekerjaani agari 

dapati memenuhii kebutuhani hidupi tanpai menggantungi hidupi kepadai belasi kasihi 

orangi lain.i Berbedai dengani orang-orangi padai umumnya,i parai penyandangi disabilitasi 

seringi menemuii hambatani dalami memperolehi pekerjaan.i Parai penyandangi disabilitasi 

jugai mendapatkani perlakuani yangi tidaki menyenangkani darii pihaki perusahaani dani 

jugai rekani kerjai yangi meragukani kemampuani penyandangi disabilitasi bekerjai dani 

membantui kemajuani perusahaan. 

Berdasarkani datai Surveii Angkatani Kerjai Nasionali (sakernas)i padai Agustusi 2017,i 

penduduki usiai kerjai disabilitasi nasionali berjumlahi 21.930.529i orang.i Darii jumlahi 

itu,i yangi termasuki angkatani kerjai sebanyaki 11.224.673i orangi ataui 51,8%i (persen).i 

Kemudian,i angkatani kerjai disabilitasi yangi berkerjai sebanyaki 10.810.451i orangi ataui 

sebesari 96,31%i (persen),i sedangkani pengangguri terbukai darii penyandangi disabilitasi 

sebanyaki 414.222i orangi ataui 3,69%i (persen)1.i  

Pemerintahi Indonesiai sebenarnyai jugai telahi mengaturi hak-haki penyadangi 

disabilitasi yangi diaturi dalami Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi 

Penyandangi Disabilitasi sertai Pemerintahi Provinsii Jawai Barati telahi mengeluarkani 

Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi 

Penyelenggaraani Perlindungani disabilitasi yangi padai dasarnyai peraturani inii 

                                                           
1
i i Http://ekonomi.bisnis.com,i diaksesi padai harii senini tanggali 18i Mareti 2019i pukuli 22.21i WIB 

http://ekonomi.bisnis.com/
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dikeluarkani agari terpenuhinyai hak-haki penyandangi disabilitasi dii Provinsii Jawai 

Barat.i Namuni padai kenyataannyai bahwai dengani dikeluarkannyai peraturani tersebut,i 

pemenuhani hak-haki penyandangi disabilitasi belumi berjalani secarai optimali terutamai 

padai aspeki kesempatani kerjai untuki penyandangi disabilitasi dii perusahaan-

perusahaani miliki swasta,i miliki negara,i maupuni perusahaani miliki daerahi yangi masihi 

belumi memenuhii kuotai 1%i kesempatani kerjai yangi sebagaimanai telahi dimandatkani 

olehi Undang-Undang.i Dii kotai Bandungi sendirii masihi banyaki perusahaani swastai 

maupuni miliki negarai yangi belumi mengimplementasikani Peraturani Daerahi Provinsii 

Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani 

Penyandangi Disabilitas,i dikarenakani masihi banyaknyai pandangani negatifi yangi 

meyakinii bahwai penyandangi disabilitasi diyakinii sebagaii orangi lemah,i tidaki bisai 

bekerja,i tidaki bisai berbuati apa-apai sehinggai tidaki bisai ditolongi lagii untuki menjadii 

orangi yangi berpotensii dani mandiri.i Tidaki tersedianyai aksesibilitasi ataui kemudahani 

informasii yangi diterimai penyandangi disabilitasi tersebuti dalami mengaksesi lowongani 

pekerjaani yangi tersediai dii berbagaii perusahaan,i sertai kurangnyai sosialisasii terhadapi 

Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi 

Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitasi mengakibatkani perusahaani 

belumi memahamii isii darii Peraturani Perundang-undangani tersebut. 

Pelaksanaani hak-haki normatifi pekerjai dii Indonesiai saati inii memangi masihi jauhi 

darii harapani ataui dengani katai laini terjadii kesenjangani yangi jauhi antarai ketentuani 

hukumi normatifi (lawi ini books)i dengani kenyataani dii lapangani (lawi ini society/action)i 

salahi satui penyebabnyai adalahi belumi optimalnyai pengawasani 

perburuhan/ketenagakerjaan,i hali inii disebabkani karenai keterbatasani baiki secarai 

kuantitasi maupuni kualitasi darii aparati pengawasani perburuhan/ketenagakerjaan2.i  

Masihi banyaknyai ditemukani perusahaani yangi tidaki mengimplementasikani 

Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi 

Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitas,i sepertii yangi penulisi temukani 

dii beberapai perusahaani dii kotai Bandungi yaitui PTi HIi yangi bergeraki dii bidangi 

tekstili dani PTi CIi perusahaani yangi bergeraki dii bidangi industrii pembuatani sandal. 

Permasalahani yangi dikajii dalami penelitiani inii adalahi bagaimanai implementasii 

ketentuani kuotai 1%i kesempatani kerjai bagii penyandangi disabilitasi dii perusahaani 

industrii kotai bandungi dani bagaimanai permasalahani yangi dialamii perusahaani dalami 

melakukani implementasii mengenaii kuotai 1%i kesempatani kerjai bagii penyandangi 

disabilitasi sertai tindakani hukumnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasii yangi digunakani dalami penelitiani bersifati deskriptifi analitisi yaitui 

memberikani gambarani melaluii data-datai dani faktai yangi adai baiki berupai : 

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer 

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain : 

1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 

3) Undang-UndangiNomori13iTahuni2003iTentangiKetenagakerjaan. 

                                                           
2
i i Lalui Husni,i Pengantari Hukumi Ketenagakerjaani Indonesia,i Rajai Grafindo,i Jakarta,i 2007,i hlm.i 50. 
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4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. 

b. Datai Sekunderi Bahani Hukumi Sekunder 

a) Yaitui bahan-bahani yangi erati hubungannyai dengani bahani hukumi 

primeri dani memberikani penjelasani mengenaii bahani hukumi primer,i 

misalnyai yaitui berupai doktrin-doktrini ataui pendapati parai ahlii 

terkemuka. 

c. Datai Sekunderi Bahani Hukumi Tersier 

b) yaitui bahan-bahani berupai artikel-artikeli yangi dii dapati darii mediai 

massai baiki mediai elektroniki maupuni mediai cetak. 

2. Metode Pendekatan 

Metodei pendekatani yangi digunakani dalami penulisani hukumi inii yaitui sacarai 

yuridisi normatif,i yaitui hukumi dikonsepsikani sebagaii norma,i asasi ataui dogma-

dogma.i Penulisani hukumi ini,i penelitiani mencobai melakukani penafsirani 

gramatikali yaitui penafsirani yangi dilakukani dengani carai melihati artii katai Pasali 

dalami Undang-undang.i Penelitii melakukani penafsirani hukumi sosiologisi yaitui 

penafsirani yangi dilakukani menghadapii kenyataani bahwai kehendaki menekankani 

padai ilmui hukumi dengani berpegangani dengani segi-segii yuridis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studii Kepustakaani (libraryi research)i dilakukani untuki memperolehi bahani 

hukumi primer,i sekunder,i dani tersier. 

b. Studii Lapangani (fieldi research)i dilakukani untuki menunjangi dani melengkapii 

studii kepustakaan. 

4. Lokasi Penelitian 

a. Penelitian Kepustakaan 

1) Perpustakaani Universitasi Komputeri Indonesiai yangi bertempati dii jalani 

Dipatiukuri No.112i Bandung. 

2) Perpustakaanii Jawaii Baratii yangii bertempatii diii jalanii Soekarno-Hattaii No.629,ii 

Sukapura,ii Kiaracondong,ii Kotaii Bandung,ii Jawaii Barat. 

5. Situs  

a. www.kemnaker.go.id;i  

b. www.kemenkumham.go.id;i i  

c. www.hukumonline.com;   

d. www.bbrvbd.kemensos.go.id; 

e. www.nasional.kompas.com;  

f. https://ejournal.unisba.ac.id; 

g. Journal.univwidyagama.ac.id; 

h. https://ejournal.undip.ac.id/; 

 

C. ASPEK HUKUM TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS DAN TENAGA KERJA 

1. Aspek Hukum Penyandang Disabilitas 

a. Pengertian  

Menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i penyandangi disabilitasi diartikani 

dengani orangi yangi menyandangi (menderita)i sesuatu.i Sedangkani disabilitasi 

merupakani katai Bahasai Indonesiai yangi berasali darii katai serapani bahasai 

http://www.kemnaker.go.id/
http://www.kemenkumham.go.id/
http://www.hukumonline.com/
http://www.bbrvbd.kemensos.go.id/
http://www.nasional.kompas.com/
https://ejournal.unisba.ac.id/
https://ejournal.undip.ac.id/


5 
 

 
 

Inggrisi disabilityi (jamaki disabilities)i yangi berartii cacati ataui ketidakmampuan.i 

Katai “penyandangi disabilitas”i merupakani istilahi penggantii darii katai 

“penyandangi cacat”i yangi dului lebihi banyaki digunakan.i Istilahi “penyandangi 

disabilitas”i resmii dipergunakani setelahi Indonesiai meratifikasii Konvensii 

mengenaii Hak-haki Penyandangi Disabilitasi (Conventioni oni Thei Rightsi ofi 

Personi withi Disabilities/CRPD)3. 

Definisii penyandangi disabilitasi menurutii pasalii 1ii ayatii (1)ii Undang-

Undangii Nomorii 8ii Tahunii 2016ii Tentangii Penyandangii Disabilitasii 

menyebutkanii bahwaii : 

“Penyandangi Disabilitasi adalahi setiapi orangi yangi mengalamii keterbatasani 

fisik,i intelektual,i mental,i dan/ataui sensoriki dalami jangkai waktui lamai yangi 

dalami berinteraksii dengani lingkungani dapati mengalamii hambatani dani 

kesulitani untuki berpartisipasii secarai penuhi dani efektifi dengani wargai negarai 

lainnyai berdasarkani kesamaani hak”. 

b. Peraturan Perundang-undangan Terkait Penyandang Disabilitas  

Mengenaii peraturani perundang-undangani terkaiti penyandangi disabilitasi 

inii awalnyai diaturi dalami Undang-Undangi Dasari 1945i (UUDi 1945)i alineai ke-

IV,i komitmeni yuridisi negarai untuki melindungii wargai negaranyai sebagaimanai 

disebutkani dii dalami alineai ke-IVi Pembukaani UUDi 1945i tersebuti kemudiani 

dijabarkani dalami tubuhi UUDi 1945i BABi XAi Tentangi Haki Asasii Manusiai 

(HAM).i Kewajibani untuki melindungii wargai Negarai inii tidaki terkecualii jugai 

perlindungani terhadapi penyandangi disabilitas. 

Penjelasani diatasi itulahi yangi selanjutnyai menjadii dasari Negarai Indonesiai 

meratifikasii konvensii hak-haki penyandangi disabilitasi yangi manai didasarii olehi 

Pancasilai dani UUDi 1945i yangi jelasi menghormatii dani menjunjungi tinggii 

harkati dani martabati manusiai sehinggai perlindungani dani pemajuani haki asasii 

manusiai terhadapi kelompoki rentani khususnyai penyandangi disabilitasi perlui 

ditingkatkan,i setelahi meratifikasii konvensii tersebuti Indonesiai menerbitkani 

Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2011i Tentangi Pengesahani Conventioni Oni 

Thei Rightsi Ofi Personsi Withi Disabilitiesi (Konvensii Mengenaii Hak-haki 

Penyandangi Disabilitas),i yangi manai peraturani inii menjadii peraturani terkaiti 

dengani penyandangi disabilitas,i dalami konvensii inii diuraikani secarai jelasi 

mengenaii hak-haki penyandangi disabilitas,i antarai laini i 4: 

1) Haki untuki mendapati persamaani dani non-diskriminasi. 

2) Haki untuki mendapati pelayanani ataui aksesibilitas. 

3) Haki atasi kebebasani dani keamanan. 

4) Haki untuki mendapatkani pengakuani atasi persamaani dii mukai 

umum. 

5) Haki untuki mendapati keadilan. 

6) Haki bebasi darii penyiksaani ataui penghukumani yangi kejam. 

7) Haki bebasi darii eksploitasii dani kekarasan. 

8) Haki atasi pendidikani dani kesehatan. 

                                                           
3
i Febilitai Wulani Sarii dani Arinitai Sandria,i ‘Upayai Perlindungani terhadapi Perempuani dani Anaki 

Penyandangi Disabilitasi Korbani Kekerasani Seksual’i (2016),i Prosidingi Seminari Nasional,i hlm.i 59. 
4i M.i Ramadhanai Alfaris,i ‘Payungi Hukumi Penyandangi Disabilitasi Dalami Konteksi Dukungani Dani 

Aksesibilitasi Terhadapi Pembangunani Sociali Berkelanjutan’i (2018),i Voli 1i Noi 2i Jurnali Hukum,i 
hlm.i 203. 
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9) Haki atasi pekerjaani dani lapangani kerja 

10) Haki atasi kebebasani bergeraki dani berkewarganegaraan. 

Hak-haki yangi terdapati dalami konvensii tersebuti merupakani dasari bagii 

penyandangi disabilitasi untuki mempertahankani hidupi sertai memperjuangkani 

haki yangi melekati padai dirinya5.i Ketentuani terkaiti penyandangi disabilitasi 

diaturi jugai dalami Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi 

Disabilitasi Pasali 5i menegaskani tentangi hak-haki yangi harusi diberikani kepadai 

penyandangi disabilitas.i Mengenaii haki pekerjaani yangi ditujukani untuki 

menjaminnyai parai penyandangi disabilitasi untuki mendapatkani pekerjaani yangi 

layaki sertai haki pekerjaani yangi samai dengani orangi padai umumnya,i makai 

dalami Undang-Undangi Penyandangi Disabilitasi inii puni mengaturi mengenaii 

kesempatani kerjai bagii penyandangi disabilitasi dalami Pasali 53i Undang-Undangi 

Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi Disabilitasi yangi menyebutkani 

bahwai pemerintahi baiki itui BUMNi ataupuni BUMDi diwajibkani untuki 

mempekerjakani penyandangi disabilitasi palingi sedikiti 2%i darii jumlahi 

pegawai,i sementarai perusahaani swastai diwajibkani memperkerjakani 

panyandangi disabilitasi palingi sedikiti 1%i darii jumlahi pekerja.i Artinyai 

penyandangi disabilitasi bisai diterimai sebagaii karyawani disesuaikani dengani 

kemampuannya6. 

Berangkat dari penjelasan diatas, pemerintah daerah Jawa Barat pun telah 

membuat peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas yaitu 

Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi 

Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitasi yangi merupakani bentuki 

kepeduliani pemerintahi Jawai Barati terhadapi segalai hak-haki penyandangi 

disabilitasi yangi belumi terpenuhi,i salahi satunyai haki penyandangi disabilitasi 

dalami memperolehi kesempatani kerja.i Pasali 7i ayati (1)i hurufi ei Peraturani 

Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi Penyelenggaraani 

Perlindungani Penyandangi Disabilitasi yangi menyebutkan : 

”Dalami rangkai perlindungani terhadapi penyandangi disabilitasi Pemerintahi 

Daerahi mempunyaii kebijakani :i (e)i mengembangkani dani memperkuati 

kerjasamai dengani berbagaii pihaki dalami melakukani penyelenggaraani 

perlindungani penyandangi disabilitas”. 

Adapuni Pasali 20i menyebutkani bahwai “penyandangi disabilitasi mempunyaii 

kesempatani dani perlakuani yangi samai untuki memperolehi pekerjaani sesuaii 

dengani kemampuan,i kompetensi,i jenis,i dani derajati disabilitas”.i Begitui pulai 

yangi adai padai Pasali 21i ayati (1)i menyebutkani “pemerintahi daerahi dani 

pemerintahi Kabupaten/Kota,i wajibi memberikani kesempatani dani perlakuani 

yangi samai kepadai tenagai kerjai penyandangi disabilitas,i untuki memperolehi 

pekerjaani sesuaii dengani persyaratani dani kualifikasii pekerjaani sertai jenisi dani 

derajati disabilitas”.i Padai Pasali 21i ayati (2)i jugai menyebutkani bahwai 

“pemerintahi daerah,i pemerintahi Kabupaten/Kota,i Badani Usahai Miliki Negara,i 

Badani Usahai Miliki Daerah,i sertai Perusahaani Swasta,i wajibi mempekerjakani 

pegawaii penyandangi disabilitasi yangi memenuhii pesyaratani dani kualifikasii 

pekerjaani palingi kurangi 1%i (satui persen)i darii jumlahi pegawai”.i Sertai 

                                                           
5
i Ibid. 

6
i Ibid.i hlm.i 204. 
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mengenaii larangani ataui sanksii terhadapi perusahaani yangi tidaki 

mengimplementasikani Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 

2013i Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitas,i 

khususnyai mengenaii kuotai 1%i kesempatani kerjai bagii penyandangi disabilitasi 

inii terdapati padai Pasali 55i hurufi (a)i dani (b). 

Adapuni ketentuani darii Kementeriani Sosiali yangi berkaitani dengani 

perlindungani hukumi bagii penyandangi disabilitasi mengenaii habilitasii dani 

rehabilitasii penyandangi disabilitasi diaturi dalami Peraturani Menterii Sosiali 

Nomori 7i Tahuni 2017i Tentangi Standari Habilitasii dani Rehabilitasii Sosiali 

Penyandangi disabilitas. 

Adapuni dalami hukumi Internasionali yangi terkaiti dengani peraturani 

penyandangi disabilitas,i yaitui : 

1) Konvensii Perserikatani Bangsa-Bangsai (PBB)i padai tahuni 2006i Tentangi 

Conventioni Oni Thei Rightsi Ofi Personsi Withi Disabilitiesi (Konvensii Mengenaii 

Hak-haki Penyandangi Disabilitas)i besertai optionali protocoli yangi 

merupakani pencapaiani tersuksesi untuki instrumeni hukumi internasionali dii 

bidangi disabilitas. 

2) Konvensii ILOi (Internationali Labori Organization)i Nomori 159i mengenaii 

Rehabilitasii dani Pelatihani Keterampilani (bagii penyandangi disabilitas)i jugai 

mengaturi hak-haki penyandangi disabilitas.i  

c. Hak Atas Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas 

Kesempatani kerjai merupakani salahi satui haki darii penyandangi disabilitasi 

agari dapati meningkatkani kesejahteraani hidupi dengani carai bekerja,i setiapi 

perusahaani miliki Negara,i swasta,i maupuni miliki daerahi wajibi mempekerjakani 

tenagai kerjai disabilitasi sekurang-kurangnyai 1%i darii tenagai kerjai yangi 

dimilikii olehi perusahaani tersebut.i Haki asasii dalami bekerjai bagii penyandangi 

disabilitasi adalahi haki untuki memperolehi pekerjaani yangi layaki bagii 

kemanusiaani sesuaii dengani UUDi 19457. 

Perlindungani dani pemenuhani haki penyandangi disabilitasi dalami 

memperolehi kesempatani kerjai telahi diaturi olehi pemerintahi didalami Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi Disabilitas,i Peraturani 

Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi Penyelenggaraani 

Perlindungani Penyandangi Disabilitasi sertai Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 

2003i Tentangi Ketenagakerjaan. 

2. Aspek Hukum Tenaga Kerja  

a. Tenaga Kerja 

Pekerjai ataui buruhi merupakani bagiani darii tenagai kerjai yaitui yangi 

bekerjai dii dalami hubungani kerja,i dii bawahi perintahi pemberii kerjai 

(perseorangan,i pengusaha,i badani hukum,i ataui badani lainnya)i dani atasi 

jasanyai dalami bekerjai yangi bersangkutani menerimai upahi ataui imbalani dalmi 

bentuki lain,i dengani katai laini tenagai kerjai disebuti sebagaii pekerja/buruhi bilai 

melakukani pekerjaani dii dalami hubungani kerjai dani dibawahi perintahi orangi 

laini dengani menerimai upahi ataui imbalani dalami bentuki lain8. 

                                                           
7
i Adriani Sutendi,i Hukumi Perburuhan,i Sinari Grafika,i Jakarta,i 2009,i hlm.i 15. 

8i Maimun,i ‘Hukumi Ketenagakerjaan’,i Pradnyai Paramita,i Jakarta,i 2007,i hlm.i 12. 
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Tenagai kerjai adalahi setiapi orangi yangi mampui melakukani pekerjaani gunai 

menghasilkani barangi dan/ataui jasa,i baiki untuki memenuhii kebutuhani sendirii 

maupuni untuki masyarakat.i Pengertiani tenagai kerjai inii lebihi luasi darii 

pengertiani pekerjai ataui buruhi karenai pengertiani tenagai kerjai mencakupi 

pekerjai ataui buruh,i yaitui tenagai kerjai yangi sedangi terikati dalami suatui 

hubungani kerjai dani tenagai kerjai yangi belumi bekerja.i Pekerjai ataui buruhi 

adalahi setiapi orangi yangi bekerjai dengani menerimai upahi dani imbalani dalami 

bentuki lain,i dengani katai laini pekerjai ataui buruhi adalahi tenagai kerjai yangi 

sedangi dalami ikatani hubungani kerja9. 

Tenagai kerjai penyandangi disabilitasi adalahi tenagai kerjai yangi mempunyaii 

kelainani fisiki dan/ataui mentali namuni mampui melakukani kegiatani secarai 

selayaknya,i sertai mempunyaii bakat,i minati dani kemampuani untuki melakukani 

pekerjaan,i baiki dii dalami maupuni dii luari hubungani kerjai gunai menghasilkani 

barangi ataui jasai untuki memenuhii kebutuhani masyarakat10. 

b. Hak Atas Pekerjaan Yang Layak 

Haki atasi pekerjaani yangi layaki merupakani suatui haki darii setiapi wargai 

Negarai untuki memenuhii kebutuhani agari mencapaii kehidupani yangi sejahterai 

yangi harusi diberikani olehi Negara.i Haki atasi pekerjaani yangi layaki jugai 

merupakani bentuki haki asasii manusiai yangi melekati padai setiapi orang. 

Haki mendapatkani pekerjaani yangi layak,i sangati terkaiti dengani hak-haki 

asasii manusiai dii bidangi ekonomi,i sosiali dani budaya,i yaknii haki yangi terkaiti 

dengani kerja,i haki atasi pekerjaani dani haki dalami bekerjai merupakani Haki 

Asasii Manusia.i Haki asasii pekerjai adalahi haki untuki memperolehi pekerjaani 

yangi layaki bagii kemanusiani yangi telahi diakuii keberadaannyai dalami Undang-

Undangi Dasari 1945i yangi merupakani haki konstitusional.i Itui berartii Negarai 

tidaki diperkenankani mengeluarkani kebijakan-kebijakani baiki berupai Undang-

Undangi (legistativei policy)i maupuni berupai peraturan-peraturani pelaksanaani 

(buereaucracyi policy)i yangi dimaksudkani mengurangii substansii haki 

kontitusional.i Bahkani dii dalami hukumi Negarai moderni (Negarai kesejahteraan)i 

Negarai berkewajibani untuki menjamini pelaksanaani haki konstitusional. 

c. Hubungan Kerja Dengan Perusahaan 

Menuruti Husnii berpendapati bahwai hubungani kerjai adalahi hubungani 

antarai buruhi dani majikani dimanai pihaki buruhi mengikatkani dirinyai padai 

pihaki majikani untuki bekerjai dengani mendapatkani upahi dani majikani 

menyatakani kesanggupani untuki mempekerjakani buruhi dengani membayari 

upah11. 

Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi 

Ketenagakerjaani jugai menjelaskani mengenaii hubungani kerja.i Padai Pasali 1i 

angkai 15i Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani 

menyatakani bahwai hubungani kerjai adalahi hubungani antarai dengani 

pekerj/buruhi berdasarkani perjanjiani kerja,i yangi mempunyaii unsuri pekerjaan,i 

upah,i dani perintah. 

                                                           
9i Hardijani Rusli,i ‘Hukumi Ketenagakerjaan’,i Ghaliai Indonesia,i Bogor,i 2011,i hlm.i 4. 
10Ismaili Shaleh,’Implementasii Pemenuhani Haki Bagii Penyandangi Disabilitasi Ketenagakerjaani Dii 

Semarang’i (2018),i Voli 20i Noi 1,i Jurnali Ilmui Hukum,i hlm.i 67. 
11

iAbduli Hakim,i ‘Dasar-dasari Hukumi Ketenagakerjaani Indonesia,i PTi Citrai Adityai Bakti,i Bandung,i 
2014,i hlm.i 39. 
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D. ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

DALAM MEMPEROLEH KUOTA 1% KESEMPATAN KERJA DI PERUSAHAAN INDUSTRI 

KOTA BANDUNG  

1. Implementasii Ketentuani Kuotai 1%i Kesempatani Kerjai Bagii Penyandangi 

Disabilitas 

Undang-Undangi Nomorii 13ii Tahunii 2003ii Tentangii Ketenagakerjaanii danii 

Peraturanii Daerahii Provinsiii Jawaii Baratii Nomorii 7ii Tahunii 2013ii Tentangii 

Penyelenggaraanii Perlindunganii Penyandangii Disabilitasii iniii merupakanii suatuii 

peraturanii yangii dibuatii pemerintahii agarii penyandangii disabilitasii dapatii 

memperolehii hak-haknya,ii salahii satunyaii kesamaanii kesempatanii dalamii 

memperolehii kesempatanii kerja.ii Tenagaii kerjaii penyandangii disabilitasiiadalahi 

tenagaii kerjaii yangii memilikiii keterbatasanii fisikii dan/atauii mentalii namunii 

mampuii melakukanii kegiatanii secaraii selayaknya,ii sertaii mempunyaiii bakat,ii 

minatii danii kemampuanii untukii melakukanii pekerjaan,ii baikii didalamii maupunii 

diluarii hubunganii kerjaii gunaii menghasilkanii barangii atauii jasaii untukii 

memenuhiii kebutuhanii masyarakat. 

Mengenaiii kesempatanii kerjaii ituii sendiriii adalahii keadaanii yangii 

memberikanii peluangii kepadaii penyandangii disabilitasii untukii mendapatkanii 

kesempatanii yangii samaii dalamii segalaii aspekii kehidupanii danii penghidupan.ii 

Sebagaimanaii yangii telahii diaturii didalamii pasalii 27ii ayatii (2)ii Undang-Undangii 

Dasarii 1945ii yangii mangatakanii bahwaii “Setiapii wargaii Negaraii berhakii atasii 

pekerjaanii danii penghidupanii yangii layak”. 

Berdasarkanii penjelasanii diatasii penulisii menjadikanii PTii CIii danii PTii HIii 

sebagaiii objekii penelitianii untukii mengetahuiii bagaimanaii pelaksanaanii 

kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii minimalii 1%ii dariii jumlahii 

tenagaii kerjaii yangii dipekerjakanii perusahaanii swasta.ii Perusahaanii swastaii yangii 

pertamaii adalahii PTii CIii merupakanii perusahaanii swastaii yangii bergerakii diii 

bidangii industriii sertaii memilikiii pekerjaii mencapaiii 200ii (duaii ratus)ii orangii 

pekerja,ii akanii tetapiii sampaiii tahunii 2019ii perusahaanii iniii belumii 

mempekerjakanii tenagaii kerjaii penyandangii disabilitas,ii sedangkanii didalamii 

Pasalii 5ii Undang-Undangii Nomorii 13ii Tahunii 2003ii Tentangii Ketenagakerjaanii 

yangii menyebutkanii bahwaii “setiapii tenagaii kerjaii memilikiii kesempatanii yangii 

samaii tanpaii diskriminasiii dalamii memperolehii pekerjaan”ii sertaii mengenaiii 

kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii diaturii jugaii dalamii Pasalii 21ii 

ayatii (2)ii Peraturanii Daerahii Provinsiii Jawaii Baratii Nomorii 7ii Tahunii 2013ii 

Tentangii Penyelenggaraanii Perlindunganii Penyandangii Disabilitasii sudahii 

disebutkanii bahwaii setiapii perusahaanii milikii Negara,ii swasta,ii maupunii milikii 

daerahii wajibii mempekerjakanii tenagaii kerjaii penyandangii disabilitasii sekurang-

kurangnyaii 1%ii dariii tenagaii kerjaii yangii dimilikiii atauii dipekerjakanii olehii 

perusahaanii tersebut. 

PTii CIii yangii belumii mempekerjakanii penyandangii disabilitasii iniii beralasanii 

bahwaii perusahaanii tidakii mengetahuiii adanyaii keberadaanii Peraturanii Daerahii 

Provinsiii Jawaii Baratii Nomorii 7ii Tahunii 2013ii Tentangii Penyelenggaraanii 

Perlindunganii Penyandangii Disabilitas,ii akanii tetapiii menurutii teoriii fiksiii hukumii 

mengatakanii bahwaii setiapii orangii dianggapii mengetahuiii hukumii (presumptioii 

iuresii deii iure)ii dikarenakaniiperaturaniiperundang-undanganiitersebutii telahii 



10 
 

 
 

disahkan,ii ditetapkan,ii danii diumumkanii diii lembaranii negara,ii sertaii kurangnyaii 

sosialisasiii yangii dilakukanii pemerintahii sehinggaii masihii banyaknyaii perusahaanii 

yangii belumii mempekerjakanii penyandangii disabilitas.ii Akanii tetapiii padaii saatii 

iniii setelahii mengetahuiii adanyaii ketentuanii mengenaiii kesempatanii kerjaii bagiii 

penyandangii disabilitasii PTiiCIiiakaniiberusahaiiuntukiimemenuhiiiaturanii 

mengenaiii pemberianii kesempataniikerjaiidenganimelaksanakaniiprosesii rekrutmen-

rekrutmenii pekerjaii yangii akanii datang. 

PT CIiberanggapanii bahwaii mempekerjakanii penyandangii disabilitasii bukanii 

hanyaii sebatasii karenaii peraturanii perundang-undanganii sajaii akanii tetapiii 

merupakanii suatuii kewajibanii danii bentukii tanggungii jawabii dariii perusahaanii 

agarii paraii penyandangii disabilitasii dapatii hidupii denganii sejahteraii danii jugaii 

menghilangkanii pandanganii negatifii terhadapii paraii penyandangii disabilitasii 

yangii tidakii mampuii bekerjaii sertaii membantuii pemerintahii untukii 

mengurangiijumlahipengangguran. 

Pelaksanaanii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii yangii keduaii 

adalahii diii PTii HIii yangii merupakanii perusahaanii swastaii yangii bergerakii diii 

bidangii industriii tekstilii mempunyaiii pekerjaii sebanyakii 800ii orangii pekerja,ii 

padaii saatii iniii PTii HIii sudahii mempekerjakanii 1ii orangii tenagaii kerjaii 

penyandangii disabilitas,ii akanii tetapiii diii dalamii Pasalii 21ii ayatii (2)ii Peraturanii 

Daerahii Provinsiii Jawaii Baratii Nomorii 7ii Tahunii 2013ii Tentangii 

Penyelenggaraanii Perlindunganii Penyandangii Disabilitasii yangii menyebutkanii 

bahwaii “Pemerintahii Daerah,ii Pemerintahii Kabupaten/Kota,ii Badanii Usahaii Milikii 

Negara,ii Badanii Usahaii Milikii Daerah,ii sertaii perusahaanii swasta,ii wajibii 

mempekerjakanii pegawaiii penyandangii disabilitasii yangii memenuhiii persyaratanii 

danii kualifikasiii pekerjaanii palingii kurangii 1%ii (satuii persen)ii dariii jumlahii 

pegawai”,ii iniii membuktikanii bahwaii 1ii orangii penyandangii disabilitasii yangii 

dipekerjakanii olehii PTii HIii belumii memenuhiii kuotaii 1%ii sertaii belumii 

melaksanakanii denganii baikii ketentuanii yangii adaii karenaii jikaii 1%ii dariii 

jumlahii pegawaiii yangii adaii yaituii 800ii orangii pekerjaii seharusnyaii PTii HIii 

mempekerjakanii penyandangii disabilitasii sedikitnyaii adalahii 8ii orang.ii  

PTii HIii iniii sudahii mengetahuiii adanyaii keberadaanii Peraturanii Daerahii 

Provinsiii Jawaii Baratii Nomorii 7ii Tahunii 2013ii Tentangii Penyelenggaraanii 

Perlindunganii Penyandangii Disabilitasii khususnyaii mengenaiii kesempatanii kerjaii 

bagiii penyandangii disabilitasii denganii kuotaii minimalii 1%ii dariii jumlahii 

pegawaiii yangii diii pekerjakanii perusahaan,ii akanii tetapiii dalamii pelaksanaannyaii 

mengalamiii kendalaii dikarenakanii PTii HIii menganggapii bahwaii pekerjaanii 

diperusahaanii iniii harusii dikerjakanii dilakukanii olehii orangii yangii memangii 

sempurnaii keadaanii fisikii danii mentalnyaii sepertiii orangii padaii umumnya. 

PTii HIii untukii saatii iniii belumii adaii rencanaii untukii menambahii tenagaii 

kerjaii disabilitasii dikarenakanii beberapaii alasanii yaituii belumii memilikiii fasilitasii 

yangii mumpuniii untukii paraii penyandangii disabilitas,ii kapasitasii lahanii 

bangunanii yangii sudahii tidakii memungkinkanii lagiii untukii menambahii tenagaii 

kerja,ii sertaii perusahaanii belumii menemukanii jenisii pekerjaanii yangii cocokii 

untukii tenagaii kerjaii penyandangii disabilitasii nantinyaii karenaii menurutii 

perusahaanii pekerjaanii yangii adaii adalahii pekerjaanii yangii tergolongii beratii bagiii 

penyandangii disabilitas. 
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Berdasarkanii penjelasanii dariii keduaii perusahaanii yangii dijadikan ii objekii 

penelitianii olehii penulisii membuktikanii bahwaii masihii banyaknyaii pandanganii 

negatifii terhadapii penyandangii disabilitasii yangii beranggapanii bahwaii paraii 

penyandangii disabilitasii tidakii mampuii bekerjaii danii tidakii mengetahuiii adanyaii 

ketentuanii yangii mengaturii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii 

merupakanii salahii satuii alasanii mengapaii masihii banyakii perusahaanii yangii 

tidakii mauii atauii belumii mauii mempekerjakanii tenagaii kerjaii penyandangii 

disabilitas,ii dalamii halii iniii pemerintahii seharusnyaii menjalankanii perannyaii 

melakukanii pembinaanii terhadapii perusahaanii agarii diskriminasiii terhadapii 

penyandangii disabilitasiitidakiiterjadi. 

Adapunii pendapatii dariii penyandangii disabilitasii netraii yaituii MSii yangii 

penulisii wawancaraiii diii Balaiii Rehabilitasiii Sosialii Penyandangii Disabilitasii 

Sensorikii Netraii (BRSPDSN)ii Wyataii Gunaii Kotaii Bandungii mengenaiii penerapanii 

ketentuanii kuotaii 1%ii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii diii 

perusahaanii swasta,ii berpendapatii bahwaii penerapanii ketentuanii mengenaiii 

kesempatanii kerjaii bagiii paraii penyandangii disabilitasii iniii masihii jauhii dariii 

harapanii atauii masihii belumii optimalii dikarenakanii MSii jugaii pernahii merasakanii 

diskriminasiii dariii perusahaanii padaii saatii melamarii pekerjaan,ii perusahaanii 

dinilaiii masihii menganggapii bahwaii paraii penyandangii disabilitasii iniii tidakii 

mampuii bekerjaii semestinyaii sepertiii orang-orangii padaii umumnya,ii makaii dariii 

ituii MSii danii jugaii paraii penyandangii disabilitasii yangii lainyaii mengharapkanii 

pemerintahii danii instansiii terkaitii untukii memberikanii sanksiii yangii tegasii 

kepadaii perusahaanii yangii tidakii mauii memberikanii kesempatanii kerjaii bagiii 

penyandangii disabilitasii agarii penerapanii ketentuanii mengenaiii kuotaii 1%ii 

kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii diii perusahaanii swastaii iniii 

diterapkanii secaraii menyeluruhii danii jugaii tidakii akaii nadaii lagiii diskriminasiii 

terhadapii penyandangiidisabilitas. 

2. Permasalahan Yang Dialami Perusahaan Dalam Melakukan Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Mengenai Kuota 1% 

Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Serta Tindakan Hukumnya 

Mengenaiii penjelasanii penerapanii Peraturanii Daerahii Provinsiii Jawaii Baratii 

Nomorii 7ii Tahunii 2013ii Tentangii Penyelenggaraanii Perlindunganii Penyandangii 

Disabilitasii yangii sudahii dijelasakanii sebelumnyaii yangii manaii keduaii 

perusahaanii yakniii PTii CIii danii PTii HIii belumii mempekerjakanii tenagaii kerjaii 

penyandangii disabilitasii sekurang-kurangnyaii 1%ii dariii jumlahii tenagaii kerjaii 

yangii dipekerjakan,ii halii iniii dikarenakanii keduaii perusahaanii iniii memilikiii 

permasalahanii dalamii menerapkanii ketentuanii mengenaiii kesempatanii kerjaii 

bagiii penyandangii disabilitas. 

Permasalahanii atauii kendalaii yangii dialamiii olehii PTii CIii yangii merupakanii 

perusahaanii swastaii diii bidangii industriii dalamii menerapkanii ketentuanii 

mengenaiii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii iniii dikarenakanii 

perusahaanii iniii bergerakii diii bidangii industriii otomatisii perusahaanii 

membutuhkanii tenagaii kerjaii yangii cekatanii danii cepatii dalamii bekerja,ii 

perusahaanii iniii berpikiranii bahwaii mempekerjaakanii tenagaii kerjaii penyandangii 

disabilitasii pastiii memilikiii kekuranganii danii akanii mengakibatkanii atauii berefekii 
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padaii perusahaanii iniii nantinya,ii sertaii belumii adanyaii aksesibilitasii yangii dapatii 

menunjangii segalaii aktivitasii tenagaii kerjaii penyandangii disabilitas. 

Peranii pemerintahii dalamii halii sosialisasiii ketentuanii mengenaiii kesempatanii 

kerjaii bagiii penyandangii disabilitasii punii menjadiii permasalahanii bagiii 

perusahaan,ii dikarenakanii perusahaanii menjadiii tidakii tahuii adanyaii keberadaanii 

ketentuanii yangii mewajibkanii setiapii perusahaanii swastaii mempekerjakanii paraii 

penyandangii disabilitasii minimalii 1%ii dariii jumlahii pekerjaii yangii ada. 

Perusahaanii selanjutnyaii merupakanii perusahaanii swastaii yangii bergerakii diii 

bidangii industriii tekstilii yaituii PTii HI,ii perusahaanii iniii sudahii mengetahuiii 

tentangii adanyaii ketentuanii mengenaiii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii 

disabilitasii akanii tetapiii permasalahannyaii dalamii menerapkanii ketentuanii 

tersebut,ii dikarenakanii saatii iniii persainganii perusahaanii sangatii ketat,ii terutamaii 

karenaii adanyaii danii banyakii barang-barangii yangii masukii keii Indonesiaii iniii 

berasalii dariii luarii negeriii khususnyaii Negaraii Cinaii denganii hargaii jualii yangii 

relatifii rendahii atauii murah,ii makaii dariii ituii perusahaanii harusii terusii bersaing,ii 

makaii dariii persainganii iniii lahii perusahaanii memerlukanii tenagaii kerjaii yangii 

cekatanii danii terampilii agarii keadaanii perusahaanii terusii berjalanii denganii baik,ii 

akanii tetapiii bukanii mengenyampingkanii tenagaii kerjaii penyandangii disabilitas,ii 

hanyaii sajaii untukii saatii iniii perusahaanii membutuhkanii tenagaii kerjaii yangii 

memenuhiii kriteriaii perusahaan. 

Berdasarkanii penjelasanii diatasii dapatii disimpulkanii bahwaii masihii adanyaii 

diskriminasiii atauii pandanganii negativeii terhadapii penyandangii disabilitasii yangii 

beranggapanii bahwaii penyandangii disabilitasii iniii tidakii mampuii bekerjaii danii 

dapatii menggangguii produktifitasii perusahaanii jugaii merupakanii salahii satuii 

faktorii perusahaanii tidakii memberikanii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii 

disabilitas,ii sedangkanii dalamii Pasalii 23ii Peraturanii Daerahii Provinsiii Jawaii 

Baratii Nomorii 7ii Tahunii 2013ii Tentangii Penyelenggaraanii Perlindunganii 

Penyandangii Disabilitasii menyebutkanii bahwaii “Pemerintahii daerah,ii pemerintahii 

kabupaten/kota,ii BUMN,ii BUMD,ii danii perusahaanii swastaii dilarangii menolakii 

calonii tenagaii kerjaii dan/atauii memutusii hubunganii denganii alasanii yangii 

bersangkutanii penyandangii disabilitas”,ii sertaii padaii Pasalii 24ii mengatakanii 

bahwaii “Tenagaii kerjaii penyandangii disabilitasii mempunyaiii hak,ii kewajiban,ii 

danii tanggungii jawabii denganii pekerja/pegawaiii lainnya,ii sesuaiii ketentuanii 

peraturanii perundang-undangan”. 

Lemahnyaii pengawasan,ii kurangnyaii pembinaanii terhadapii perusahaan-

perusahaanii yangii ada,ii sosialisasiii yangii minimii terhadapii peraturanii perundang-

undangan,ii sertaii kurangii optimalnyaii pemberianii sanksiii dariii pemerintahii jugaii 

merupakanii alasanii sehinggaii masihii banyakii nyaii perusahaan-perusahaanii yangii 

belumii memberikanii kuotaii 1%ii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii disabilitas. 

Adapunii pemasalahanii mengenaiii tanggungii jawabii sosialii &ii lingkunganii 

(Corporateii Socialii Responsibility/CSR)ii yangii harusii dilakukanii olehii perusahaan,ii 

sebagaimanaii diaturii dalamii Pasalii 74ii Ayatii (1)ii Undang-Undangii Nomorii 40ii 

Tahunii 2007ii Tentangii Perseroanii Terbatas,ii menyebutkanii : 

”Perseroanii yangii menjalankanii kegiatanii usahanyaii dibidangii dan/atauii 

berkaitanii denganii sumberii dayaii alamii wajibii melaksanakanii Tanggungii Jawabii 

Sosialii danii Lingkungan”. 
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Berdasarkanii padaii alasanii perusahaanii melakukanii CSRii makaii seharusnyaii 

penyaluranii CSRii jugaii dapatii dilakukanii untukii kepentinganii pemberdayaanii 

penyandangii disabilitas,ii dikarenakanii olehii pemerintahii penyandangii disabilitasii 

digolongkanii dalamii penyandangii masalahii kesejahteraanii sosial,ii sementaraii 

tujuanii penyaluranii danaii CSRii diii antaranyaii untukii menjagaii kesejahteraanii 

ekonomiii masyarakat,ii jadiii pengalokasianii danaii CSRii untukii peningkatanii 

pemeberdayaanii penyandangii disabilitasii sangatii mungkinii dilakukan,ii sehinggaii 

berbagaiii kendalaii yangii dihadapiii dalamii pelaksanaanii pemberdayaanii 

penyandangii disabilitasii iniii dalamii diii minimalisir,ii danii dariii keduaii 

perusahaanii yaituii PTii HIii &ii PTii CI,ii ii keduanyaii belumii melaksanakanii 

kewajibanii CSRii diii bidangii kemakmuranii berdasarkanii dataii CSRii bidangii 

kemakmuranii tahunii 2018ii yangii dikeluarkanii olehii Dinasii Komunikasiii 

daniiInformatikaiiKotaiiBandung. 

Mengenaiii pemberianii sanksiii terhadapii perusahaanii yangii menolakii atauii 

tidakii menerapkanii ketentuanii mengenaiii kesempatanii kerjaii bagiii penyandangii 

disabilitas,ii yangii tercantumii padaii Pasalii 56ii ayatii (1)ii Peraturanii Daerahii 

Provinsiii Jawaii Baratii Nomorii 7ii Tahunii 2013ii Tentangii Penyelenggaraanii 

Perlindunganii Penyandangii Disabilitasii yangii menyebutkanii “bahwaii setiapii orangii 

dan/atauii penyelengaraii kegiatanii yangii melanggarii ketentuanii pasalii 55ii (yangii 

salahii satunyaii menolakii mempekerjakanii penyandangii disabilitas)ii dapatii 

dikenakanii sanksiii administrasiii berupaii : 

1. Peringatanii tertulis. 

2. Pemberhentianii sementaraii kegiatan. 

3. Pembekuanii kegiatan,ii dan/atau 

4. Pencabutanii dan/atauii pembatalanii rekomendasiii izin. 

Adapunii jugaii pemberianii sanksiii pidanaii yangii diaturii dalamii Pasalii 145ii 

Undang-Undangii Nomorii 8ii Tahunii 2016ii Tentangii Penyandangii disabilitasii yangii 

menyebutkan,ii bahwaii setiapii orangii yangii menghalang-halangiii danii /atauii 

melarangii penyandangii disabilitasii untukii mendapatkanii hakii sebagaiii manaii 

dimaksudii dalamii Pasalii 143ii (yangii salahii satunyaii menghalang-halangiii 

dan/atauii melarangii penyandangii disabilitasii untukii mendapatkanii hakii 

pekerjaan,ii kewirausahaan,ii danii koperasi)ii dapatii dikenakanii sanksiii pidanaii 

denganii pidanaii penjaraii palingiilamaii2ii(dua)iitahuniidaniidendaiipalingii banyakii 

Rp.200.000.000,00ii (duaii ratusii jutaii rupiah). 

Berdasarkanii faktaii diii lapanganii keduaii perusahaanii yangii penelitiii jadikanii 

objekii penelitianii yaituii PTii CIii danii PTii HIii keduanyaii sampaiii saatii iniii belumii 

dikenakanii sanksiii sebagaimanaii telahii dijelaskanii diatas,ii iniii membuktikanii 

bahwaii peranii pemerintahii ii pusatii maupunii daerahii belumii menerapkanii sanksiii 

secaraii menyeluruhii danii iniii mengakibatkanii masihii banyaknyaii diskriminasiii 

terhadapiipenyandangiidisabilitasiidalamiimemberikaniikesempataniikerja. 

E. SIMPULAN 

1. Implementasi ketentuan kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas 

dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Juncto Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas masih belum berjalan secara 

optimal, dari 2 (dua) perusahaan yang penulis jadikan sebagai objek penelitian, 

keduanya sama-sama belum memenuhi kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang 
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disabilitas, hanya saja ada perusahaan yang memang sudah mempekerjakan 1 (satu) 

orang tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu PT HI, akan tetapi tetap saja belum 

memenuhi kuota 1% dari jumlah pekerja, dikarenakan PT HI ini memiliki tenaga kerja 

sebanyak 200 (dua ratus) orang tenaga kerja, jadi seharusnya PT HI mempekerjakan 

tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 8 (delapan) orang. 

2. Permasalahan yang dialami perusahaan dalam melakukan implementasi peraturan 

daerah provinsi jawa barat nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan 

penyandang disabilitas mengenai kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang 

disabilitas serta tindakan hukumnya, ke 2 (dua) perusahaan yang dijadikan objek 

penelitian yaitu PT CI dan PT HI memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu 

dikarenakan kedua perusahaan ini masih memandang negatif para penyandang 

disabilitas yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas ini tidak mampu bekerja 

dan dapat mengganggu produktifitas perusahaan, dan permasalahan yang kedua adalah 

karena lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan 

yang ada, sosialisasi yang minim terhadap peraturan perundang-undangan, serta kurang 

optimalnya pemberian sanksi dari pemerintah. Tindakan hukum yang bisa diterapkan 

bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kuota 1% ini bisa dikenakan sanksi 

administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 serta dapat pula dikenakan sanksi pidana bagi setiap 

orang yang melarang dan/atau menghalangi penyandang disabilitas mendapatkan hak 

pekerjaan yang diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas. 
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